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Surabaya, 2-3 Januari 2019

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

8 0 0 /2 ^  (1 /204.3 /2019 

Segera/penting 
1 (satu) lembar

Edaran Pemutakhiran Data dan 
Peningkatan Penegakan Disiplin 

Dalam Rangka M ewujudkan 

Akuntabilitas Kinerja PNS di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi S '  

Jawa T im ur

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa T im ur 
di ^

Tem pat

Menindaklanjuti Peraturan G ubernur Jawa T im ur Nomor 126 Tahun 2018 

ten tang Manajemen Kinerja, Pasal 13 m enyebutkan bahwa, "Terhadap PNS dan 

CPNS yang d ija tuh i hukuman disiplin:

a. tingka t ringan berupa:

1. teguran lisan, diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 90%  (sembilan puluh

persen) dari besaran kelas jaba tannya dan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) selama 1 (sa tu) bulan;

2. teguran te rtu lis , diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 80%  (delapan puluh

persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) selama 1 (sa tu ) bulan; dan

3. pernyataan tidak  puas secara te rtu lis , d iberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 

70%  (tu juh  puluh persen) dari besaran kelas jabatannya dan berdasarkan 
ketentuan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) selama 1 (satu) 

bulan.

b. tingka t sedang berupa:

1. penundaan kenaikan ga ji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP 

Prestasi Kerja sebanyak 80%  (delapan puluh persen) dari besaran kelas 
jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) selama menjalani hukum an disiplin;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP Prestasi 
Kerja sebanyak 70%  (tu juh  puluh persen) dari besaran kelas jabatannya 

dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

selama menjalani hukum an disiplin;
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan 

TPP Prestasi Kerja sebanyak 60%  (enam puluh persen) dari besaran kelas 
jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) selama menjalani hukum an disiplin;

c. ting ka t berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga ) tahun diberikan 

TPP Prestasi Kerja sebanyak 50%  (lima puluh persen) dari besaran kelas 
jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) selama m enjalani hukum an disiplin;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 

diberikan TPP Prestasi Kerja sebanyak 40%  (em pat puluh persen) dari 
besaran kelas jabatannya dan berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) selama menjalani hukuman disiplin;
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3. pembebasan dari jaba tan , tidak  diberikan TPP Prestasi Keija selama belum 
dite tapkan dalam jaba tan yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebu t, perlu kami sampaikan beberapa hal

sebagai b e r ik u t :

1. Terka it kewenangan penjatuhan hukuman disiplin tin g ka t ringan yang terle tak 

pada Kepala Perangkat Daerah m asing-m asing, hendaknya Saudara 

melakukan proses pem utakhiran data hukuman disiplin pada aplikasi e-Master 

dalam rangka m ewujudkan te rtib  adm inistrasi pelaksanaan Peraturan 

G ubernur Nomor 126 Tahun 2018 ten tang Manajemen Kinerja.

2. dalam rangka m ewujudkan akuntabilitas kinerja PNS dan memastikan 

penegakan disiplin pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 ten tang kewajiban masuk kerja dan m engikuti 

ketentuan jam  ke ija  hendaknya dim aknai secara luas dengan 

m em perhitungkan ketepatan m asuk ke ija  (absen pagi), pulang kerja (absen 

sore) dan selama melaksanakan pekerjaan (kehadiran di tem pa t kerja selama 

jam  ke ija ), d ibutuhkan pengawasan dari atasan langsung secara efektif.

3. Penegakan disiplin tingka t kehadiran, setiap atasan langsung w a jib  melakukan 

m onitoring dan evaluasi te ru tam a terhadap PNS yang meninggalkan tugas 

tanpa ijin saat jam  kerja. Jika te rdapa t PNS sebagaimana dim aksud, wajib 

m em buat surat pernyataan sesuai contoh terlam pir. Selanjutnya surat 

pernyataan dimaksud digunakan sebagai bukti dalam penegakan disiplin dan 

d ih itung secara akum ula tif sesuai ketentuan PP 53 Tahun 2010 dimana 7,5 

jam  sama dengan 1 hari ke ija .

4. Bagi organisasi perangkat daerah yang tidak  melaksanakan TPP Prestasi Kerja 

berdasarkan Peraturan G ubernur Jawa T im ur Nomor 126 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Kinerja, d im in ta menyesuaikan dan te tap  berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku.

Demikian un tuk m enjadi perhatian.

a.n. Gubernur Jawa T im ur 
Sekretaris Daerah



KOP SURAT

RAHASIA

S U R A T  P E R N Y A TA A N

Pada hari i n i ....... T a n g g a l........b u la n ........ ta h u n .........Saya :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Instansi :

te lah meninggalkan kantor tanpa ijin /tanpa  keterangan yang sah s e ia m a ...... jam /m en it.

S u ra b a ya ,...................................20..

Mengetahui Yang Bersangkutan

Atasan Langsung,

NAMA

N A M A ................................... NIP ...

N IP ......

Jabatan


